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PENETAPAN
Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Rgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Rengat  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama  dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul, 07 Mei 1979, agama Islam,

pekerjaan Karyawan Swasta,  Pendidikan Sekolah Dasar,

tempat  kediaman  di  Kabupaten  Indragiri  Hulu  Provinsi

Riau;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pematang Siantar, 09 September 1985,

agama  Islam,  pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,

Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten

Indragiri Hulu Provinsi Riau;   

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan kedua calon mempelai serta

calon besan para Pemohon di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember

2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di

kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Rgt

dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II telah melaksanakan pernikahan di

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Benai,  Kabupaten Indragiri  Hulu, Provinsi  Riau pada tanggal  18 Mei  2000,

berdasarkan Bukti Kutipan Akta Nikah Berdasarkan Nomor : ........ tertanggal 25

Mei 2000; 
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2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang

anak dan dalam hal permohonan ini anak Pemohon bernama  ........, Tempat

dan Tanggal Lahir di Cerenti Subur 17 Februari 2003 (17 tahun 3 bulan); 

3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 5 bulan menjalin hubungan

dengan seorang Laki-laki bernama  ........, Tempat dan Tanggal Lahir di Laut

Tador 16 November 1993, Agama Islam, N.I.K.1219021611930005, Pendidikan

SLTP,  Pekerjaan  Wiraswasta,  Rp.2.500.000,00  (dua  juta  lima  ratus  ribu

rupiah)/bulannya, Tempat Tinggal di Dusun VII Desa Aras Kecamatan Air Putih 

  Kabupaten Batu Bara; 

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama  ........berstatus Perawan dan  ........

berstatus Jejaka; 

5. Bahwa anak Pemohon yang bernama:  ........dengan  ........  sudah sama-

sama setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan ini;  

6. Bahwa  syarat  administrasi  untuk  melangsungkan  pernikahan  telah

terpenuhi  seperti  :  Surat  Keterangan  Untuk  Menikah  (Model  N.1),  Surat

Keterangan Asal Usul (Model N.2), Surat Persetujuan Mempelai (Model N.3)

dan Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N.4); 

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, akan tetapi pihak

KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon

kurang umur, sebagaimana disebutkan Formulir Pemberitahuan Kekurangan

Syarat/Penolakan  Perkawinan  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Seberida

Nomor:B-257/kua.04.01/2/PW.01/XI/2020,  yang  ditandatangani  oleh  Kepala

KUA Kecamatan Batang Gansal yang bernama ........; 

8. Bahwa  dengan  adanya  kekurangan  Persyaratan  berdasarkan  Surat

Penolakan  Pernikahan  Nomor:B-257/kua.04.01/2/PW.01/XI/2020  tersebut,

maka  oleh  karena  itu  Pemohon memohon agar  Ketua  Pengadilan  Agama

Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini

dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon;  

9. Bahwa anak Pemohon telah lama dan sangat dekat menjalin hubungan

percintaan dan tidak dapat dipisahkan lagi antara satu dengan yang lainnya,

sehingga anak Pemohon harus segera melangsungkan pernikahan; 
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10.Bahwa kedua belah pihak telah menetapkan jadwal akad pernikahan yang

insyaallah akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020.

Namun,  dikarenakan  adanya  penolakan  dari  KUA  Seberida,  sehingga

mengharuskan anak Pemohon melaksanakan persidangan Dispensasi Kawin

terlebih dahulu di Pengadilan Agama Rengat; 

11.Bahwa agar pernikahan anak Pemohon tetap dapat dilaksanakan sesuai

dengan Undang-Undang, Pemohon kiranya bermohon agar Ketua Pengadilan

Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

memerintahkan  kepada  Penghulu  pada  KUA Kecamatan  Seberida  untuk

melaksanakan  pernikahan  tersebut.Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,

Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim

segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menetapkan

yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 

PRIMAIR:

1) Mengabulkan permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II; 

2) Menetapkan  Dispensasi  bagi  anak  Pemohon  yang  bernama  ........

dengan ........; 

3) Memerintahkan  kepada  Penghulu  pada  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Seberida untuk melaksanakan pernikahan tersebut; 

4) Memerintahkan  kepada  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Seberida

untuk tunduk dan patuh kepada penetapan ini; 

5) Membebankan biaya perkara menurut aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Dan  atau  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini

berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono); 

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Pemohon  datang

menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon memberikan

nasehat terkait dispensasi kawin tersebut  berdasarkan hukum Islam;

Bahwa  oleh  karena  perkara  ini  adalah  perkara  volunter  tentang

dispensasi  perkawinan  maka  upaya  mediasi  diluar  persidangan  sesuai
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ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016  tidak perlu

diadakan,;

Bahwa Pemohon  di  persidangan  tanggal  14  Desember 2020,  telah

mengajukan  permohonan  pencabutan  permohonan  Pemohon  secara  lisan

terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tanggal 03 Desember 2020;

Bahwa Pemohon telah  menyampaikan  kesimpulannya  secara  lisan di

persidangan  pada  tanggal  14  Desember 2020,  yang  pada  pokoknya

menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon dan

memohon agar pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  cukuplah  Majelis

Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon

adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang,  bahwa  permohonan  Pemohon,  telah  sesuai  ketentuan

Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan

kedua atas UU No 7 Tahun 1989 serta penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3)

Tentang dispensasi kawin dan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 1

Tahun 1974 oleh karena itu Majelis berpendapat Pengadilan Agama Rengat

berwenang mengadili perkara ini; 

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di

persidangan secara in person, 

Menimbang,  bahwa  Pemohon  mengajukan  permohonan  pencabutan

permohonan  Pemohon yang telah  diajukan Pemohon tanggal  03  Desember

2020 secara lisan di persidangan tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  telah  mengajukan  permohonan

pencabutan  permohonan  Pemohon,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat

berdasarkan Pasal 271 Rv.,  permohonan pencabutan permohonan Pemohon

patut dikabulkan;
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Menimbang, bahwa  oleh  karena  Pemohon  mencabut  permohonan

Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,  semua  pasal  dalam peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

171/Pdt.P/2020/PA.Rgt dari Pemohon I dan Pemohon II. 

2. Memerintahkan panitera  untuk  mencatat  pencabutan  perkara  tersebut

dalam register perkara. 

3. Memerintahkan  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp516.000.00 (lima ratus enam belas ribu rupiah). 

Demikian  penetapan  ini  dijatuhkan  dalam  sidang  Hakim  Tunggal

Pengadilan  Agama  Rengat,  pada  hari  Senin,  tanggal  14  Desember  2020

Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi’ul Akhir 1442 Hijriyah oleh Drs.  H.

Nur  Al  Jumat,  S.H.,  M.H.,  sebagai  Hakim  Tunggal,  penetapan  tersebut

diucapkan  pada  hari  itu  juga  dalam persidangan  terbuka  untuk  umum oleh

Hakim tersebut  dan dibantu  oleh Jefi  Efrianti,  S.H.I.,  sebagai  Panitera dan

dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H

                                                                  Panitera Pengganti,

                                 Jefi Efrianti, S.H.I

Perincian biaya:
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1.  Biaya Pendaftaran Rp30.000,00

2.  Biaya Proses Rp50.000,00

3.  Biaya Panggilan Rp400.000,00

4.  Biaya PNBP Panggilan Rp20.000,00

5.  Biaya Redaksi Rp10.000,00

6.  Biaya Meterai                                 Rp6.000,00       

      Jumlah Rp516.000,00     

   (lima ratus enam belas ribu rupiah).   
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